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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UndangUndang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa
setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat
Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh
Syahbandar;

b. bahwa dalam rangka penataan dan penyempurnaan
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar serta kelancaran
pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar sebagai pengganti Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port
Clearance) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
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2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4241)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4973) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5208);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5109);

10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;

12.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 68 Tahun 2013;

14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
47 Tahun 2011;

16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran Utama;
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17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang
akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda.

2. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang
dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.

3. Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) adalah surat
pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa
kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan
lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

4. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memilikikewenangan tertinggi untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran.

5. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang
ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk
pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga
keselamatan pelayaran.

6. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan
dari kapal, pengawakan, garismuat, pemuatan, kesejahteraan awak
kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal,
manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal,
dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
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BAB II

PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 2

(1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan
Berlayar yang diterbitkan oleh:

a. Syahbandar; atau

b. Syahbandar di pelabuhan perikanan.

(2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap kapal hams memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.

(3) Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pasal 3

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi:

a. kapal perang; dan/atau

b. kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan
untuk kegiatan niaga.

Pasal 4

(1) Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a, meliputi:

a. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;

b. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;

c. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
dan/atau

d. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah pejabat/petugas yang berwenang
menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang
diangkat oleh Menteri.

Pasal 5

Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari
waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali
pelayaran.


